PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat
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TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Mimika
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan dalam huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Mimika.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten — Kabupaten Otonom
di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang —Undang Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Penyelengaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3894);



4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Perubahan atas Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4884),

5. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

7 Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Darah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)

9. Undang —Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 35587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor
5679),
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Peraturan Presiden Noor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 107 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098)
sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

21. Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG  PENJABARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 17 Maret 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 17 Maret 2017

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
ALFRED DUOW, S.Pd.

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 2

FAIL COMP P2



